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Abstrak 

Kemitraan lintas sektor diperlukan untuk transformasi layanan publik digital di 
Indonesia. Namun, kapasitas yang tidak memadai, kekurangan infrastruktur, dan 

kurangnya akuntabilitas masih terlihat di tingkat daerah. Studi kasus ini menyelidiki 

bagaimana kolaborasi lintas sektor mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat dengan melihat lima aspek: kondisi awal, proses, struktur dan tata kelola, 

faktor pendorong dan penghambat, dan keluaran dan akuntabilitas.  Studi ini dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan delapan informan utama yang 

dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif, 
serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Masalah SDM, infrastruktur, 

dan koordinasi pada fase awal menghambat adopsi digital, dan (2) proses kolaborasi 

meningkat secara bertahap melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan MoU/PKS, 
pembentukan tim koordinasi lintas-OPD, forum pengarah, dan keberanian komunikasi (3) 

Struktur dan tata kelola menggabungkan tim pengarah, teknis, dan evaluasi dengan 

mekanisme akuntabilitas seperti berita acara, audit inspektorat, dan pelaporan digital (4) 

Beberapa pendorong utama adalah dukungan pimpinan dan kemitraan strategis seperti 
(UGM/CfDS, PLN ICON+, Telkom, RRI, dan dukungan pusat), akan tetapi Stabilitas 

jaringan, disparitas literasi digital, dan keterbatasan anggaran adalah tantangan utama (5) 

Hasil awal termasuk layanan integrasi seperti Srikandi, keterhubungan SIMPEG nasional, 
peningkatan konektivitas seperti penarikan FO ke desa, dan peningkatan indeks SPBE 

dan praktik akuntabilitas kolaboratif. Studi ini memberi kontribusi pada konsep cross 

sector collaboration yaitu kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan sekadar sebagai 
alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintahan berbasis digital. 

Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor; Transformasi digital; Layanan publik  

PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam layanan publik di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu 

prioritas strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang 

lebih efektif dan akuntabel (R. Y. Maulana et al., 2025). Namun, pada level daerah, termasuk di 

Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan transformasi digital masih berhadapan dengan berbagai 

tantangan multidimensi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, resistensi birokrasi, hingga kesenjangan 

literasi digital di kalangan aparatur (Martitah et al., 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

hambatan utama bukan hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi juga pada kesiapan 
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kelembagaan dan pola kolaborasi lintas sektor yang belum optimal dalam mendukung transformasi 

tersebut (R. Y. Maulana et al., 2022). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai institusi publik di 

daerah otonom dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan berbagai aktor  mulai 

dari sektor publik, swasta, hingga komunitas masyarakat guna memperkuat kolaborasi lintas sektor 

yang menjadi prasyarat keberhasilan transformasi digital layanan publik (Salam & Ridwan, 

2025).Permasalahan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tata kelola kolaboratif yang kuat dan 

berbasis akuntabilitas, transformasi digital hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata yang 

berkelanjutan (Qaedi & Nugroho, 2023). 

Transformasi digital di sektor publik menuntut perubahan paradigma tata kelola dari sistem 

birokratik yang kaku menuju model kolaboratif yang adaptif dan akuntabel (Rozikin et al., 2023). 

Dalam konteks Indonesia, penerapan collaborative governance menjadi solusi untuk menjembatani 

keterbatasan koordinasi antarinstansi dan meningkatkan integrasi kebijakan digital di tingkat daerah 

(Mukhlis & Perdana, 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola 

kolaboratif sering terhambat oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif, ego sektoral, dan ketiadaan 

mekanisme akuntabilitas yang jelas antar actor. Tantangan ini juga tercermin di Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat, di mana struktur koordinasi antarperangkat daerah masih bersifat silo dan belum 

sepenuhnya berorientasi pada pencapaian hasil kolaboratif (Tando et al., 2020). Oleh karena itu, 

penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen kunci untuk menjamin keberlanjutan 

kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan publik digital di daerah. 

Akuntabilitas kolaboratif merupakan dimensi penting dalam memastikan bahwa hasil 

kolaborasi lintas sektor berorientasi pada kepentingan publik dan bukan kepentingan institusi semata. 

Dalam konteks kolaborasi digital, akuntabilitas mencakup transparansi proses, keterlibatan publik, 

serta pelaporan kinerja yang dapat diverifikasi secara terbuka melalui sistem berbasis data (Susniwati 

& Zamili, 2022). Oleh karena itu, penataan ulang sistem pelaporan lintas lembaga serta penyusunan 

indikator kinerja kolaboratif berbasis outcome perlu dilakukan agar kolaborasi digital daerah dapat 

mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan (Arianny & Adisasmito, 2024). Dengan demikian, 

akuntabilitas tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembelajaran bersama untuk 

memperkuat efektivitas kolaborasi lintas sektor. 

Teori collaborative governance yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash menekankan empat 

elemen utama: kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif 

yang berkelanjutan (Yahya & Sudarmo, 2022). Penerapan teori ini dalam konteks pemerintahan 

daerah Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap faktor sosial, budaya, dan politik yang 

mempengaruhi hubungan antaraktor publik dan non-publik (Niki et al., 2020). Dalam kerangka 

transformasi digital, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan, legitimasi, dan 

komitmen bersama dapat menjadi pendorong keberhasilan kolaborasi di tengah perubahan struktur 

birokrasi yang sedang berlangsung (Prasetyo et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 
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menerapkan teori collaborative governance sebagai lensa analisis untuk memahami dinamika interaksi 

antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mempercepat transformasi 

digital layanan publik daerah (Asropi et al., 2022). 

Dalam literatur administrasi publik, kolaborasi lintas sektor (cross-sector collaboration) 

dipandang sebagai pendekatan efektif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kebijakan publik, 

termasuk dalam konteks transformasi digital (McNamara & Morris, 2022). Teori kolaboratif ini 

menekankan pentingnya integrasi aktor dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama melalui 

mekanisme koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan (Utari et al., 2023). 

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kolaboratif di Indonesia masih 

menghadapi hambatan seperti ego sektoral, lemahnya kapasitas kepemimpinan kolaboratif, serta 

belum adanya sistem akuntabilitas yang terintegrasi dalam praktik tata kelola digital daerah (Martitah 

et al., 2021). Selain itu, model kolaborasi yang banyak diadopsi dari konteks negara maju sering kali 

tidak mampu menjawab dinamika sosial-politik daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik 

birokrasi tersentralisasi dan sumber daya terbatas (Rosyadi et al., 2021). Oleh karena itu, terdapat 

kesenjangan konseptual antara teori kolaborasi lintas sektor yang ideal dengan realitas implementasi di 

daerah seperti Sulawesi Barat, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani 

kesenjangan tersebut melalui analisis empiris terhadap dinamika kolaborasi lintas sektor dalam 

transformasi digital layanan publik daerah. 

Permasalahan kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tampak jelas dari 

masih belum terintegrasinya koordinasi antara perangkat daerah dalam mengelola agenda transformasi 

digital. Setiap OPD cenderung beroperasi dengan prioritas dan aplikasi masing-masing, sehingga 

forum koordinasi lintas OPD lebih sering bersifat administratif dari pada menjadi ruang bersama untuk 

menyelaraskan arah kebijakan dan integrasi sistem digital di daerah. Kondisi ini membuat inisiatif 

digital berjalan dengan sindiri-sendiri, misalnya adanya tumpang tindih aplikasi, perbedaan standar 

data, serta keterbatasan mekanisme berbagi informasi antarinstansi. Di sisi lain, struktur kelembagaan 

yang masih hierarkis dan budaya kerja yang sektoral membuat proses pengambilan keputusan 

kolaboratif berjalan lambat, sehingga respons terhadap kebutuhan layanan digital masyarakat tidak 

selalu sejalan dengan dinamika di lapangan. Salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut 

disebabkan masih lemahnya aspek manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Barat, yang mana nilai hasil evaluasi domain Manajemen SPBE yaitu 2,18 yang 

terdiri dari penerapan manajemen SPBE 1,88 dan Audit TIK sebesar 3,00, rendahnya hasil pada aspek 

ini mengindikasikan bahwa praktik-praktik manajemen tersebut belum diterapkan secara optimal.  

Hal ini dapat disebabkan oleh belum tersusunnya kerangka kerja yang jelas untuk manajemen 

risiko dan keamanan informasi, lemahnya pengelolaan aset serta data, dan minimnya pengawasan 

internal terhadap pelaksanaan SPBE. Kondisi tersebut juga mencerminkan keterbatasan sumber daya 

manusia di bidang TIK, kurangnya pelatihan, serta terbatasnya dukungan kebijakan dan anggaran. 
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Selain itu, faktor seperti kepemimpinan yang belum konsisten dan ketiadaan target kinerja yang 

terukur turut memperburuk kondisi manajemen SPBE di daerah ini. Situasi ini menggambarkan 

permasalahan umum di berbagai instansi pemerintah, di mana aspek manajemen kerap menjadi titik 

terlemah dalam penilaian SPBE. Kelemahan pada domain manajemen perlu menjadi perhatian serius 

bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Upaya perbaikan sebaiknya difokuskan pada penguatan 

manajemen internal, melalui penyusunan kebijakan operasional yang lebih terarah, peningkatan 

kompetensi aparatur di bidang TIK, serta penguatan kolaborasi lintas sektor yang dapat dibangun oleh 

pemerintah daerah provinsi sulawesi barat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat 

kematangan SPBE di Sulbar dapat meningkat dan mendukung keberlanjutan tata kelola pemerintahan 

digital yang lebih efektif di masa mendatang. 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini berfokus pada fenomena kolaborasi lintas sektor dalam proses 

transformasi digital layanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang menghadapi 

tantangan struktural, teknologis, dan kultural pada setiap tahap implementasinya. Fenomena ini 

mencerminkan dinamika perubahan tata kelola pemerintahan daerah yang berupaya beralih dari sistem 

pemerintahan konvensional menuju tata kelola digital yang kolaboratif dan berbasis akuntabilitas 

publik (Octamaya & Awaru, 2024). Tantangan yang ditemukan mencakup kesenjangan literasi digital, 

keterbatasan infrastruktur, serta ego sektoral antarinstansi yang memperlambat transformasi digital 

daerah (Prayitno, 2023). Dengan demikian, fenomena kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat 

menjadi kasus penting untuk dianalisis karena merepresentasikan upaya adaptasi birokrasi lokal 

terhadap kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks daerah 

dengan kapasitas administrasi yang masih berkembang (Rahmat et al., 2024). 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang 

bertujuan memahami fenomena kolaborasi lintas sektor dalam konteks nyata pemerintahan daerah. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial, 

kelembagaan, dan teknologi yang memengaruhi proses transformasi digital layanan publik (Tando et 

al., 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah 

informan kunci di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terlibat langsung dalam program 

transformasi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan resmi, serta 

hasil riset terdahulu yang relevan mengenai topik kolaborasi lintas sektor, tata kelola digital, dan 

akuntabilitas publik (Molki, 2025). Pendekatan kualitatif studi kasus dipilih karena dianggap paling 

efektif untuk menjelaskan hubungan antaraktor, konteks kebijakan, serta mekanisme koordinasi yang 

sulit diukur secara kuantitatif, sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh mengenai praktik 

kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah (Komalasari et al., 2021). 



Cross Sector Collaboration: Transformasi Digital Layanan Publik Perangkat Daerah  
di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat   

 

 Fatwandy Nur
1
, Hasniati

2
 & Nurlinah

3
  

159 
 
Program Studi Administrasi Publik 

 

Partisipan penelitian ini terdiri dari delapan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan 

keterlibatan dan keahlian mereka dalam implementasi transformasi digital di Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat. Adapun informan tersebut terdiri atas : Pranata Komputer Ahli Pertama, Asesor SDM 

Aparatur Ahli Pertama, Asesor SDM Aparatur Ahli Muda, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi 

Teknis, Perencana Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, dan 

Perencana Ahli Muda. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada posisi jabatan yang mengetahui 

proses pelaksanaan digitalisasi layanan publik dan pengalaman mereka dalam proses koordinasi lintas 

sektor serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan sistem SPBE daerah. Pendekatan partisipatif ini 

memberikan data yang kaya dan kontekstual karena mencerminkan pandangan multidimensional dari 

berbagai aktor dalam pemerintahan yang terlibat dalam transformasi digital publik (Octamaya & 

Awaru, 2024). 

Proses penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahap utama, yaitu: (1) identifikasi masalah 

dan penentuan fokus penelitian, (2) pengumpulan data lapangan, (3) analisis data, dan (4) interpretasi 

hasil. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan 

pengalaman para informan terkait dinamika kolaborasi lintas sektor, sedangkan observasi dilakukan 

untuk memahami praktik kolaborasi di lingkungan kerja pemerintahan daerah. Studi dokumentasi 

dilakukan terhadap kebijakan SPBE, laporan kinerja, serta dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik 

ini dipilih untuk menghasilkan data yang bersifat triangulatif, memungkinkan validasi silang antar 

sumber data, serta memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, proses penelitian ini 

dirancang agar mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik 

kolaboratif lintas sektor di level pemerintahan daerah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Awal 

Kondisi awal pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik di 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya kesenjangan kesiapan antara sumber daya 

manusia, infrastruktur, dan tata kelola internal antarperangkat daerah. Berdasarkan hasil observasi, 

koordinasi antarinstansi pada tahap awal masih berjalan terbatas karena sebagian besar perangkat 

daerah belum memahami secara utuh arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Situasi ini menyebabkan pelaksanaan transformasi digital tidak berjalan serentak, sehingga 

integrasi sistem layanan dan pemanfaatan data bersama berlangsung lambat. Dokumentasi 

menunjukkan bahwa arah kebijakan digitalisasi baru mulai terstruktur setelah adanya dorongan dari 

Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik serta penetapan Peraturan Gubernur tentang 

SPBE yang menjadi dasar formal bagi terbentuknya sinergi lintas sektor. Di sisi lain, komitmen 

pimpinan daerah terhadap digitalisasi mulai meningkat seiring dengan penguatan agenda nasional 
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dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah. Sebagaimana disampaikan 

seorang informan pejabat Dinas Kominfo bahwa “Transformasi digital tidak bisa dikerjakan sendiri, 

perlu kolaborasi dengan penyedia dan akademisi untuk menyiapkan SPBE. Kami berkolaborasi lintas 

sektor karena layanan publik digital butuh keandalan dan cakupan luas.” Pernyataan tersebut 

menegaskan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kolaborasi telah muncul sejak tahap awal, terutama 

dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Namun, pada fase ini 

kolaborasi masih bersifat reaktif dan berfokus pada kebutuhan teknis, belum berkembang menjadi 

sistem tata kelola digital yang terintegrasi lintas sektor secara menyeluruh. 

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa kondisi 

awal pelaksanaan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Sulawesi Barat ditandai oleh keterbatasan 

infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan penuturan para informan, proses 

digitalisasi pada awalnya masih berjalan parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang 

terintegrasi di antara perangkat daerah. Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi aparatur 

mulai dilakukan secara lebih sistematis setelah adanya dukungan dari Kementerian Komunikasi dan 

Digital melalui program peningkatan talenta digital. Observasi lapangan menunjukkan bahwa 

stabilitas jaringan masih menjadi tantangan utama di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di 

mana aplikasi layanan publik seperti Srikandi dan SIASN seringkali mengalami kendala teknis akibat 

keterbatasan bandwidth dan perangkat pendukung.  

Dokumentasi internal juga menunjukkan bahwa kesiapan kebijakan digital baru terwujud 

melalui penyusunan dokumen perencanaan SPBE serta pembentukan SK Tim Koordinasi SPBE yang 

melibatkan lintas instansi. Upaya tersebut menjadi pondasi awal terbentuknya pola kerja kolaboratif 

dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah. Salah seorang pejabat Dinas Komunikasi 

Informatika Persandian dan Statistik mengatakan bahwa “Keterbatasan SDM menjadi alasan utama 

kerja sama dengan pihak luar untuk pembentukan kebijakan digital di organisasi. Kerja sama dengan 

Komdigi dilakukan untuk pengembangan talenta digital.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

strategi awal kolaborasi lebih diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur melalui sinergi dengan 

aktor eksternal, khususnya dalam aspek peningkatan kompetensi digital sebagai fondasi keberlanjutan 

transformasi layanan publik. 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kebijakan internal 

menjadi pemicu utama perlunya kolaborasi lintas sektor. Pengamatan dilapangan memperlihatkan 

bahwa sebelum adanya intervensi kolaboratif, sebagian besar instansi masih bekerja secara sendiri dan 

tidak memiliki standar data maupun mekanisme integrasi sistem yang seragam. Dalam konteks ini 

bahwa dorongan regulatif dari kebijakan SPBE nasional serta dukungan teknis dari mitra eksternal 

berperan penting dalam membuka jalur koordinasi antarperangkat daerah. Keadaan tersebut 

memperlihatkan bagaimana situasi awal kolaborasi digital di Sulawesi Barat merupakan evaluasi diri 

dari tantangan umum pemerintahan daerah dalam melakukan transformasi digital yang bersifat adaptif 
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dan inklusif. Menurut (Ahad & Barsei, 2023) kunci kelancaran kolaborasi bukan hanya ada pada 

teknologi, melainkan pada kerja bersama lintas OPD, komitmen pimpinan, masuknya indikator SPBE 

ke RPJMD, serta desain kelembagaan yang jelas. Tanpa fondasi itu, koordinasi mudah tersendat. 

Sejalan dengan itu, (Rozikin et al., 2020) menegaskan hambatan terbesar justru berada pada kesiapan 

SDM dan literasi digital aparatur. Solusi paling awal yang efektif ialah membangun kolaborasi 

antarlembaga sembari menguatkan kapasitas pegawai lewat sosialisasi dan pelatihan yang terarah. 

Dalam konteks Sulawesi Barat, koordinasi antarinstansi pada fase awal memang masih 

terbatas karena banyak OPD belum menangkap arah kebijakan SPBE secara utuh. Akibatnya, langkah 

digitalisasi tidak bergerak serempak dengan integrasi layanan dan pemanfaatan data bersama berjalan 

lambat. Hal ini selaras dengan (Pratama, 2023) yang menunjukkan bahwa transformasi menuju digital 

government menuntut kolaborasi lintas instansi, penyelarasan kebijakan, dan mekanisme koordinasi 

yang tegas karena tanpa itu implementasi akan tetap parsial dan tidak sinkron. 

Proses Kolaborasi  

Kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital masih berada pada tahap awal, dengan kesenjangan 

antara kesiapan SDM, infrastruktur, dan tata kelola antar instansi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

sebagian besar perangkat daerah belum memahami arah kebijakan SPBE secara menyeluruh, sehingga 

integrasi data dan sistem belum berjalan serentak. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Zhang et al., 

2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan terpadu  sangat bergantung pada struktur tata 

kelola kolaboratif antar instansi, bukan sekadar penerapan teknologi. Studi tersebut menyoroti bahwa 

tanpa adanya mekanisme kelembagaan yang kuat, kolaborasi digital antar lembaga akan berjalan 

lambat dan bersifat reaktif. 

Proses kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung secara 

bertahap dan berorientasi pada kebutuhan bersama antarinstansi yang terlibat. Berdasarkan hasil 

wawancara, tahapan awal kolaborasi dimulai dari proses identifikasi kebutuhan layanan digital di tiap 

perangkat daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan memorandum of understanding 

(MoU) serta pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang terdiri atas unsur teknis dan kebijakan. 

Observasi lapangan menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antarinstansi dilakukan secara rutin 

melalui rapat koordinasi bulanan serta grup komunikasi daring yang berfungsi untuk menyelesaikan 

isu operasional harian. Dokumentasi kegiatan kolaborasi juga memperlihatkan keterlibatan aktif 

berbagai pihak, sinergi ini membentuk jaringan kerja yang memungkinkan pertukaran informasi lebih 

cepat serta koordinasi lintas sektor yang lebih responsif terhadap dinamika implementasi SPBE di 

daerah. keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh 

konsistensi komunikasi lintas sektor yang berperan sebagai fondasi keberlanjutan sinergi digital antar 

perangkat daerah. 
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Pola kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung secara 

terstruktur dan terencana sejak tahap awal pelaksanaan SPBE. Berdasarkan hasil observasi, tahapan 

kolaborasi mencakup kegiatan pemetaan kebutuhan layanan digital, penyusunan dokumen kerja sama 

antarinstansi, penganggaran program digitalisasi, pelatihan lintas OPD, serta pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi rutin terhadap hasil kerja sama. Dokumentasi mendukung bahwa bentuk kolaborasi ini 

tidak hanya menekankan aspek teknis, melainkan juga diarahkan pada perbaikan tata kelola internal 

melalui pembentukan forum pengarah yang beranggotakan pimpinan dari berbagai OPD. Forum 

tersebut berperan sebagai wadah koordinasi strategis untuk memastikan setiap keputusan digital sesuai 

dengan arah kebijakan daerah. Pola komunikasi antarinstansi bersifat adaptif dan terbuka, 

memungkinkan setiap perubahan sistem digital dapat segera direspons oleh instansi terkait.  

Kegiatan bersama seperti sosialisasi SPBE, bimbingan teknis, dan pelatihan tematik menjadi 

langkah konkret yang memperlihatkan keterlibatan aktif seluruh sektor dalam mendukung agenda 

digitalisasi daerah. Sebagaimana disampaikan seorang informan Dinas Komunikasi Informatika 

Persandian dan Statistik bahwa “Proses kolaborasi kami bermula dari kebutuhan; kami 

menyampaikan spesifikasi dan target layanan ke mitra, lalu kerja sama diformalkan lewat MoU/PKS; 

selain kontrak layanan, kami juga meminta dukungan CSR/additional services bila relevan .” 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga strategis, karena membuka peluang sinergi jangka panjang dengan mitra 

eksternal dalam penguatan ekosistem digital pemerintahan daerah. 

Tabel 1. Kerja sama lintas sektor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

No Mitra Fokus kerja sama Tahun 

1. 
Universitas Gadjah Mada ( Cfds 

Fisipol ) 
Penyusunan rencana induk SPBE 
Pemprov Sulbar 

2021 

2. PLN ICON+ ( ICON Plus ) 
Penarikan kabel FO ke 32 Desa ( internet 
Program Desa MARASA ) 

2019 

3. Telkom Indonesia 
Peningkatan layanan Teknologi dan 

Informasi 
2017 

4. LPP RRI Mamuju 
Penyebarluasan informasi dan kanal 
sosialisasi program Pemrov Sulbar 

2023 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2025 

Ekosistem transformasi digital Pemprov Sulawesi Barat tumbuh lewat kolaborasi lintas sektor 

yang saling melengkapi seperti perguruan tinggi menyiapkan arah, swasta membangun tulang 

punggung teknologi, dan media memperluas jangkauan layanan. Melalui kerja sama dengan UGM 

(CfDS Fisipol), pemerintah provinsi sulawesi barat menyusun rencana induk SPBE sebagai peta jalan 

kebijakan dan arsitektur layanan. Di sisi infrastruktur, kemitraan dengan PLN ICON+ menghadirkan 

penarikan kabel fiber optik ke 32 desa dalam Program Desa MARASA langkah konkret untuk 

menutup kesenjangan konektivitas. Telkom Indonesia memperkuat lapisan layanan TI agar sistem 
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yang dibangun tetap stabil saat beban jaringan meningkat, sementara LPP RRI Mamuju menjadi kanal 

sosialisasi kebijakan serta edukasi publik agar adopsi layanan digital berjalan lebih cepat dan merata. 

Rangkaian kemitraan ini menunjukkan bahwa tanpa sinergi lintas sektor maka agenda digital 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sulit bergerak dari rencana menjadi dampak nyata bagi 

masyarakat. 

Proses kolaborasi dan realitas implementasi di tempat penelitian menunjukkan adanya 

kesesuaian antara praktik koordinasi yang dijalankan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang 

kompleks. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penerapan pendekatan kolaboratif oleh 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terbukti mampu meminimalkan hambatan komunikasi 

antarinstansi melalui integrasi sistem koordinasi daring dan pembentukan tim kerja lintas sektor. 

Mekanisme tersebut memungkinkan setiap perangkat daerah berpartisipasi secara proporsional sesuai 

dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan SPBE. Meskipun masih dihadapkan pada 

kendala seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kapasitas teknis antarinstansi, dan ketidakstabilan 

jaringan, sistem koordinasi ini tetap berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proses digitalisasi 

layanan publik di daerah. Dokumentasi pelaksanaan SPBE juga memperlihatkan bahwa pembentukan 

struktur kolaborasi berbasis model kemitraan telah memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, 

mempercepat pengambilan keputusan teknis, dan menghasilkan akuntabilitas di antara sektor-sektor 

yang terlibat. Menurut seorang informan pejabat BPSDM Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa 

“Kami bentuk tim dan penentuan tugas tanggung jawab siapa melakukan apa dan sebagai apa.” 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan 

oleh kebijakan atau infrastruktur, tetapi juga oleh kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor 

dalam kerangka kolaborasi lintas sektor yang terorganisasi dengan baik. 

Penelitian oleh (Hidayah & Almadani, 2022) menegaskan bahwa tingkat kematangan SPBE di 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dan konsistensi 

komunikasi dalam penerapan kebijakan digital. Dalam konteks ini, pembentukan tim kerja lintas 

sektor dan integrasi sistem koordinasi daring menjadi langkah penting untuk meminimalkan hambatan 

komunikasi antarinstansi. Hal ini juga sejalan dengan hasil studi (Manjali, 2023) yang menyebutkan 

bahwa digitalisasi birokrasi di Indonesia menuntut pola kolaborasi inovatif berbasis misi yang 

melibatkan berbagai aktor dalam satu kesatuan tata kelola. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga 

oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara aktor-aktor yang ada di pemerintahan, 

sebagaimana dijelaskan oleh (Karmanis, 2022), bahwa integrasi vertikal dan horizontal dalam 

birokrasi merupakan fondasi penting untuk membangun sinergi dan akuntabilitas. Dukungan terhadap 

kapasitas sumber daya manusia juga menjadi elemen vital dalam menjaga keberlanjutan SPBE 

sebagaimana disampaikan oleh (Awaludin, 2019), yang menunjukkan bahwa penguatan kompetensi 

TIK melalui pelatihan dan e-learning dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan stabilitas sistem 
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pemerintahan digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPBE di Sulawesi Barat 

menegaskan bahwa struktur kolaborasi yang terorganisasi dengan baik, disertai komunikasi konsisten 

dan pembagian peran yang jelas, menjadi kunci utama bagi tata kelola pemerintahan digital yang 

adaptif dan berkelanjutan. 

Struktur dan tata kelola 

Struktur dan tata kelola kolaborasi lintas sektor di Provinsi Sulawesi Barat dibangun dengan 

menggabungkan beberapa unsur seperti pelaksanaan koordinasi, teknis, dan evaluasi yang diformalkan 

dalam kerangka kelembagaan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan hasil 

pengamatan, struktur ini terdiri atas Tim Pengarah SPBE, Tim Teknis, serta Tim Evaluasi di masing-

masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam pelaksanaan digitalisasi layanan 

publik. Pembentukan struktur tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tata kelola yang sistematis 

serta memperjelas jalur koordinasi antara aktor yang terlibat. Dokumentasi menunjukkan bahwa setiap 

tim memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari perumusan kebijakan strategis di tingkat pimpinan 

hingga pelaksanaan teknis yang meliputi pembangunan aplikasi, integrasi sistem, dan pengelolaan 

jaringan di setiap perangkat daerah. Pembagian peran ini menjadi dasar penguatan tanggung jawab 

atas proses kolaborasi, karena memastikan setiap pihak memahami batas kewenangan, tanggung 

jawab, dan mekanisme koordinasi yang berlaku dalam implementasi SPBE. Berdasarkan informasi 

seorang informan yaitu pejabat di Dinas komunikasi informatika persandian dan statistik mengatakan 

bahwa “Dibentuk tim koordinasi SPBE di mana tim tersebut dari elemen pimpinan dan pengambil 

kebijakan, dibentuk pula tim teknis untuk pelaksanaan teknis di lapangan seperti pembangunan 

aplikasi dan jaringan internet.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola 

kolaborasi digital di Sulawesi Barat tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada 

keberadaan struktur kerja yang jelas dan terdistribusi, yang menjadi pilar utama dalam memastikan 

kesinambungan implementasi transformasi digital lintas sektor.  

Struktur kerja sama yang dilakukan pemerintah provinsi sulawesi barat memperlihatkan 

bahwa mekanisme tata kelola kolaboratif dijalankan melalui sistem pengawasan berjenjang yang 

melibatkan pimpinan perangkat daerah. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif 

melalui forum pengarah dan rapat teknis lintas perangkat daerah, hasil penelitian menegaskan bahwa 

setiap kesepakatan selalu diformalkan dalam berita acara dan tercatat dalam laporan SPBE yang 

dipantau oleh Inspektorat. Kolaborasi lintas sektor untuk transformasi digital di Pemprov Sulawesi 

Barat dibangun sebagai satu kesatuan kelembagaan yang terintegrasi, dengan Tim Koordinasi SPBE 

Daerah bertindak sebagai pusat koordinasi. Pola kerjanya bertingkat tetapi saling menguatkan, terdiri 

atas Tim Pengarah, Tim Teknis, serta tim SPBE di setiap organisasi perangkat daerah. Tim Pengarah 

dipimpin oleh Gubernur dengan Sekretaris Daerah yang mengarahkan dan menyelaraskan kebijakan, 

sementara Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik memimpin koordinasi teknis. 
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Susunan struktur ini membuat pembagian peran antara yang merumuskan keputusan yang sifatnya 

strategis dan tugas pelaksana teknis di lapangan menjadi lebih jelas, sehingga alur tugas dan tanggung 

jawab lebih mudah ditelusuri. 

Di bawah arahan Tim Pengarah, Tim Teknis menjadi motor penggerak yang menyatukan 

beragam sistem dan aplikasi milik tiap OPD. Tim ini menyiapkan fondasi interoperabilitas dalam 

menyelaraskan arsitektur, mengelola infrastruktur jaringan, serta memastikan standar keamanan 

informasi dapat dipatuhi bersama. Pada level operasional, setiap OPD memiliki Tim SPBE internal 

yang mengerjakan program di unit kerja masing-masing, melakukan pendampingan dan pemantauan, 

serta menyusun laporan kemajuan digitalisasi secara berkala.  

Penelitian oleh (Hidayah & Almadani, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas SPBE sangat 

ditentukan oleh kejelasan struktur kelembagaan dan koordinasi antaraktor, termasuk keberadaan tim 

pengarah, tim teknis, dan tim evaluatif yang berperan menjaga kesinambungan proses digitalisasi. 

Struktur berlapis semacam ini menjadi penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) 

memahami dengan jelas fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, sehingga integrasi layanan 

publik dapat berjalan secara lebih terukur. Dukungan terhadap arsitektur sistem dan penyelarasan peta 

jalan SPBE sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian (Gumilang & Nugraha, 2021) juga 

menegaskan perlunya integrasi proses bisnis lintas instansi agar tata kelola digital dapat berlangsung 

secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan struktur kolaborasi SPBE di Sulawesi Barat tidak hanya 

ditopang oleh regulasi formal, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang tegas, pembagian peran yang 

proporsional, serta koordinasi berlapis yang mampu menjembatani aspek kebijakan, teknis, dan 

evaluatif dalam satu kerangka tata kelola pemerintahan digital yang berkelanjutan. 

Meskipun kerangka kelembagaan sudah terbentuk, praktik kolaborasi masih berhadapan 

dengan sejumlah permasalahan. Kapasitas SDM digital belum merata dan kesenjangan kemampuan 

antar organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi, tidak semua OPD punya tim TI internal yang 

memadai sehingga ketergantungan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik masih 

cukup tinggi. Perbedaan prioritas antara perangkat daerah juga kerap memperlambat pengambilan 

keputusan teknis di level operasional. Padahal, keberhasilan transformasi digital tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan perangkat dan aplikasi, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan 

kepemimpinan yang mampu mendorong kolaborasi. Ketika pembagian peran dibuat jelas, pola 

komunikasi dijaga konsisten, dan akuntabilitas dikelola secara transparan, struktur kolaborasi 

berpeluang menjadi lebih lincah dan adaptif bagi tata kelola digital di daerah. Dalam konteks ini, 

sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan media membentuk ekosistem yang 

saling menguatkan, dengan keberhasilan akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh aktor 

bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi dengan fokus utama pada peningkatan mutu layanan 

publik. 
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Faktor pendorong / penghambat 

Keberhasilan awal kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik di 

Provinsi Sulawesi Barat didorong oleh sejumlah faktor utama yang saling terkait. Berdasarkan hasil 

observasi, faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kolaborasi adalah 

dukungan konsisten dari pimpinan daerah terhadap agenda digitalisasi dan penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan strategis 

yang menempatkan digitalisasi layanan publik sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Dokumentasi resmi juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini 

diperkuat melalui penetapan regulasi di tingkat gubernur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

kolaborasi antar instansi.  

Selain faktor kepemimpinan, kemitraan dengan pihak eksternal seperti akademisi, penyedia 

infrastruktur digital, dan instansi pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, turut 

menjadi sumber dukungan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. 

Kolaborasi dengan aktor-aktor tersebut menciptakan sinergi antara dimensi kebijakan dan aspek teknis 

yang menjadi landasan keberlanjutan transformasi digital. Berdasarkan informasi dari informan yaitu 

pejabat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menyatakan bahwa “Dukungan 

pimpinan dan keterlibatan mitra akademik atau penyedia menjadi faktor kunci keberlanjutan 

kolaborasi.” Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas sektor di 

Sulawesi Barat bukan hanya ditopang oleh aspek teknologinya, melainkan juga oleh kepemimpinan 

yang visioner dan jejaring kemitraan strategis yang berperan aktif dalam menjaga kesinambungan 

inovasi digital daerah. 

Penelitian oleh (Fasikin et al., 2025) menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang kuat di 

sektor pemerintahan berperan penting dalam mengatasi tantangan infrastruktur, kesenjangan sumber 

daya manusia, dan budaya kerja birokratis, sekaligus mendorong kolaborasi dan kemitraan lintas 

sektor. Komitmen pimpinan daerah terhadap agenda SPBE, yang dituangkan dalam RPJMD dan 

diperkuat oleh regulasi gubernur, menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan kebijakan 

digital. Lebih lanjut, penelitian oleh (Israyudin et al., 2025) mengungkap bahwa keberhasilan SPBE di 

Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh narasi kebijakan yang inklusif 

serta keterlibatan aktif lembaga seperti Kementerian Kominfo dan Bappenas dalam mendukung tata 

kelola data dan keamanan siber. Dukungan mitra akademik serta penyedia infrastruktur digital turut 

memperkuat kapasitas daerah dalam mengembangkan solusi teknologi yang berkelanjutan. Dengan 

demikian, keberhasilan transformasi digital di Sulawesi Barat bukan hanya bergantung pada aspek 

teknologi, tetapi juga pada kepemimpinan yang visioner, kolaborasi antarinstansi, dan jejaring 

kemitraan yang solid dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif dan adaptif. 

Data hasil wawancara memperkuat temuan bahwa dukungan struktural dan regulatif menjadi 

kunci keberhasilan awal program transformasi digital. Berdasarkan hasil dokumentasi, pembentukan 
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tim koordinasi SPBE dan forum lintas sektor menjadi wadah formal untuk memastikan implementasi 

kebijakan digital dapat berjalan terarah. Selain itu, dukungan kebijakan pusat melalui Kementerian 

Kominfo, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi seperti UGM/CFDS, berkontribusi besar 

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital di lingkungan pemerintah daerah. Observasi 

juga memperlihatkan bahwa semangat kerja kolaboratif tumbuh karena adanya rasa tanggung jawab 

bersama dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa keberhasilan kolaborasi di Sulawesi Barat tidak hanya berasal dari dorongan eksternal, tetapi 

juga karena komitmen internal birokrasi daerah untuk bertransformasi ke arah digital. 

Meskipun terdapat berbagai faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kolaborasi lintas 

sektor dalam transformasi digital, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat 

sejumlah hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SPBE di Provinsi Sulawesi 

Barat. Berdasarkan data lapangan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang 

menghambat optimalisasi pelaksanaan program digitalisasi lintas instansi. Hambatan tersebut 

diperparah dengan adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia antarorganisasi serta 

ketidaksamaan persepsi dalam memahami arah kebijakan digital di tingkat daerah. Hasil observasi 

juga menunjukkan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih menghadapi kendala 

pada stabilitas jaringan dan keterbatasan perangkat teknologi, sementara pelatihan digitalisasi belum 

menjangkau seluruh aparatur yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Hal ini senada dengan 

pernyataan seorang informan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang 

menyatakan bahwa “Kemampuan SDM digital yang tidak merata di setiap OPD dan dukungan 

anggaran yang masih terbatas diatasi dengan perencanaan dan pelatihan talenta digital yang 

diadakan rutin.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun berbagai hambatan masih 

dihadapi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya melakukan mitigasi melalui strategi 

perencanaan dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi digital aparatur serta 

menumbuhkan budaya kerja kolaboratif lintas sektor. 

Pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital di Provinsi Sulawesi Barat 

menghadapi sejumlah hambatan yang serupa dengan tantangan umum implementasi SPBE di daerah 

lain di Indonesia. Penelitian oleh (Mohi & Botutihe, 2020) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran 

dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam pengembangan e-

government di daerah. Faktor ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan pusat 

dan lambatnya optimalisasi program digitalisasi. Hambatan serupa juga ditemukan dalam penelitian 

(Jaya et al., 2025) yang menyoroti gangguan server, keterbatasan fitur aplikasi, serta infrastruktur 

teknologi yang belum memadai sebagai faktor penghambat implementasi sistem informasi 

pemerintahan daerah. Selain itu, (Kristiana, 2023) juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran 

daerah dan gangguan jaringan merupakan kendala yang sering muncul dalam implementasi kebijakan 

pengembangan kompetensi ASN di daerah. Dengan demikian, meskipun SPBE di Sulawesi Barat 
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menghadapi kendala pada aspek anggaran, kapasitas SDM, dan infrastruktur digital, langkah mitigasi 

melalui perencanaan strategis serta pelatihan rutin menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk 

memperkuat kompetensi digital dan mempercepat transformasi layanan publik secara kolaboratif. 

Sebagian besar hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor disebabkan oleh faktor 

struktural dan teknis yang belum sepenuhnya sinkron antarinstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil dokumentasi, kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan selama 

periode implementasi SPBE berdampak pada keterbatasan pengadaan sarana dan prasarana digital, 

termasuk ketersediaan perangkat jaringan dan ruang kerja pendukung. Meskipun pelatihan digital telah 

dilakukan secara berkala, tidak seluruh peserta mampu menyerap materi secara optimal akibat 

perbedaan tingkat literasi digital antarpegawai. Hambatan lain yang juga muncul adalah lambannya 

adaptasi budaya kerja birokrasi terhadap sistem digital baru yang menuntut integrasi data dan 

kolaborasi lintas sektor.  

Namun demikian, data wawancara menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut mulai 

diatasi melalui strategi penguatan pelatihan sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis 

terarah, serta intensifikasi komunikasi antarinstansi untuk meningkatkan keseragaman pemahaman 

terhadap kebijakan digital. Salah seorang pejabat BPSDM Prov Sulbar mengatakan bahwa “Tentu 

keterbatasan dana, sarana prasarana yang terbatas, serta kemampuan SDM yang berbeda-beda 

menjadi hambatan utama dalam kolaborasi lintas sektor.” Pernyataan tersebut menggambarkan 

bahwa meskipun kendala anggaran, infrastruktur, dan kompetensi SDM masih menjadi tantangan 

utama, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan menunjukkan arah positif menuju kolaborasi digital 

yang lebih inklusif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah. 

Berbeda dengan faktor penghambat dengan kondisi riil di lapangan saat ini menunjukkan 

bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor bukan hanya bersumber dari 

keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari pola pikir birokrasi yang masih sektoral. Berdasarkan hasil 

observasi, hambatan tersebut mulai dapat diminimalkan melalui pendekatan kepemimpinan kolaboratif 

dan pembentukan forum kerja lintas instansi. Dokumentasi menunjukkan bahwa melalui mekanisme 

evaluasi rutin SPBE, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi hambatan secara lebih cepat dan 

menetapkan langkah korektif melalui forum pengarah SPBE. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa, 

meskipun hambatan tetap ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membangun kapasitas 

kelembagaan yang cukup adaptif dalam merespons tantangan digitalisasi layanan publik secara 

bertahap dan berkesinambungan. 

Hasil / Akuntabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi lintas sektor dalam transformasi 

digital layanan publik di Provinsi Sulawesi Barat telah menghasilkan sejumlah capaian penting yang 

berdampak nyata pada peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Pelaksanaan SPBE di 
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tingkat provinsi mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal integrasi data dan 

keterhubungan antarinstansi yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dokumentasi resmi 

menunjukkan bahwa beberapa layanan publik seperti manajemen kepegawaian digital, sistem surat-

menyurat elektronik melalui aplikasi Srikandi, serta integrasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) telah berjalan lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Kolaborasi 

lintas sektor juga menghasilkan peningkatan nilai indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat secara 

bertahap, yang menjadi indikator keberhasilan koordinasi antarinstansi.  

Selain itu, perluasan akses jaringan internet berbasis fiber optic hingga ke wilayah terpencil 

memperkuat konektivitas digital antarwilayah. Hasil ini turut diperkuat oleh partisipasi aktif mitra 

eksternal seperti perguruan tinggi, media, dan penyedia jaringan, yang bersama-sama membangun 

ekosistem digital pemerintahan daerah secara inklusif. Menurut salah seorang Pejabat Dinas Kominfo 

menyatakan bahwa “Adopsi TTE secara luas,Satu Data tersinkronisasi dengan pusat dan empat 

kabupaten integrasi SIMPEG diarahkan ke nasional. Terbentuknya akses internet sampai desa terluar 

serta diseminasi layanan melalui media dan kampus untuk penyiapan SPBE.” Pernyataan tersebut 

menegaskan bahwa hasil kolaborasi lintas sektor tidak hanya terbatas pada peningkatan teknis, tetapi 

juga mencakup terbentuknya sinergi sistemik yang memperkuat integrasi layanan, memperluas akses 

digital, dan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang adaptif di era transformasi digital. 

Tabel 2. Hasil kerja sama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pembuatan 

dokumen SPBE 

No Dokumen Fungsi di SPBE Regulasi 

1. Arsitektur dan peta rencana 
penyelenggaraan SPBE 

Payung arsitektur ( proses bisnis, data 
dan informasi, aplikasi, infrastruktur, 

keamanan ) dan peta rencana 

inplementasi antar OPD 

Keputusan Gubernur 
Sulawesi Barat Nomor 

828 Tahun 2024  

2. Manajemen SPBE Dasar hukum tata kelola manajemen 
SPBE ( termasuk manajemen data dan 

keamanan informasi 

Keputusan Gubernur 
Sulawesi Barat Nomor 

802 Tahun 2024 

3. Pembangunan Aplikasi 
SPBE 

Pedoman Pembangunan Aplikasi 
SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat (Standar pengembangan 

aplikasi, siklus hidup, 

interoperabilitas ) 

Keputusan Gubernur 
Sulawesi Barat Nomor 

803 Tahun 2024 

4. Audit TIK Mekanisme audit dan evaluasi TIK 

dalam penyelenggaraan SPBE 

Keputusan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 

857 Tahun2024 

Sumber : Data Penelitian Tahun 2025 

Dengan keberhasilan tersebut tidak hanya ditandai oleh peningkatan sistem dan jaringan 

digital, tetapi juga perubahan perilaku kerja birokrasi yang semakin adaptif terhadap teknologi. 

Berdasarkan dokumentasi, kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti UGM/CFDS mendorong 

peningkatan pembangunan aplikasi, menata arsitektur dan peta rencana serta manajemen SPBE. 

Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa koordinasi antarinstansi semakin efisien melalui 
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pemanfaatan platform komunikasi daring dan penerapan tanda tangan elektronik. Selain itu, media 

publik seperti TVRI dan RRI berperan penting menyebarkan informasi layanan digital, sehingga 

masyarakat mudah mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. 

Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dijaga dalam pelaksanaan 

kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil observasi, setiap 

bentuk kerja sama yang dilakukan dalam kerangka transformasi digital diformalkan melalui dokumen 

resmi seperti memorandum of understanding (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta laporan 

pertanggungjawaban berkala yang disampaikan kepada pimpinan daerah. Dokumentasi menunjukkan 

bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan digitalisasi dilakukan 

secara periodik melalui forum rapat SPBE, disertai audit internal oleh Inspektorat Daerah sebagai 

bagian dari sistem pengendalian kinerja. Selain itu, setiap tim teknis diwajibkan untuk menyusun 

laporan hasil kegiatan dan capaian kinerja yang kemudian direviu oleh Tim Pengarah SPBE guna 

memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana strategis dan indikator kinerja daerah. Prosedur 

tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi serta memastikan seluruh aktivitas 

kolaborasi dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi atas laporan hasil 

kegiatan kepada publik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan dari Dinas Komunikasi 

informatika persandian dan statistik yang menyampaikan bahwa “Dilakukan melalui MoU atau PKS; 

apa yang dikontrakkan itulah yang dipertanggungjawabkan oleh mitra, sehingga pengambilan 

keputusan dan pelaporan mengikuti butir kontrak.” Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik 

akuntabilitas kolaborasi di Sulawesi Barat tidak hanya menekankan pada kepatuhan prosedural, tetapi 

juga pada integritas pelaksanaan, di mana setiap mitra kolaborasi memiliki tanggung jawab yang jelas 

dan terukur sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama kolaborasi yang dilakukan yaitu menilai 

efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat transformasi digital, telah tercapai. Hal tersebut 

tampak dari teridentifikasinya pola kerja yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan akuntabel dalam 

berbagai inisiatif digital di daerah. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan 

sekadar sebagai alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini terletak pada penguatan tata 

kelola pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi untuk membangun layanan digital di perangkat 

daerah pada pemerintah provinsi sulawesi barat. Dengan membandingkan temuan lapangan dengan 

studi (Lee, 2024) dan (Bryson et al., 2006), terlihat bahwa kolaborasi lintas sektor terbukti mampu 

menciptakan kerangka kerja akuntabilitas bersama yang berorientasi pada transparansi dan kinerja. 

KESIMPULAN 

Salah satu temuan yang paling menarik dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan 

transformasi digital layanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bukan terutama ditentukan 
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oleh kecanggihan teknologi atau besarnya anggaran, melainkan oleh kuatnya kolaborasi lintas sektor 

yang tumbuh dari kebutuhan bersama dan kepercayaan antar-aktor birokrasi. Kolaborasi yang mula-

mula muncul sebagai respons atas keterbatasan sumber daya kemudian berkembang menjadi model 

tata kelola baru yang lebih adaptif dan partisipatif. Pengalaman Sulawesi Barat menunjukkan bahwa 

inovasi dalam birokrasi tidak selalu lahir dari kebijakan top-down, tetapi dapat muncul dari praktik 

kerja sama horizontal yang menggabungkan profesionalisme teknis, kepemimpinan kolektif, dan 

akuntabilitas publik yang nyata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam konteks daerah, 

keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun jejaring sosial institusional 

yang berkesinambungan. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep 

collaborative governance dengan mengajukan dimensi “adaptasi digital daerah” sebagai faktor 

tambahan dalam menjelaskan keberhasilan kolaborasi publik. Kontribusi tersebut memperkaya teori 

dengan menunjukkan bagaimana kolaborasi berperan sebagai wahana pembelajaran institusional yang 

mendorong transformasi birokrasi menuju model pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan 

berbasis teknologi. Secara praktis, penelitian ini menghadirkan model empiris tentang bagaimana 

pemerintah daerah dengan kapasitas yang terbatas tetap mampu membangun tata kelola digital yang 

efektif melalui kerja sama lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi bukan semata-mata 

instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi etika baru dalam penyelenggaraan pemerintahan 

digital yang menempatkan kepercayaan, partisipasi, dan transparansi sebagai inti reformasi birokrasi. 

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, terutama karena ruang lingkup geografis dan fokus 

studi hanya mencakup satu wilayah administratif, sehingga hasilnya belum dapat mewakili secara 

penuh dinamika kolaborasi digital di seluruh daerah Indonesia. Namun, keterbatasan tersebut justru 

membuka peluang bagi riset selanjutnya untuk memperluas kajian ke wilayah lain dengan karakter 

sosial, budaya, dan kapasitas teknologi yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengintegrasikan 

pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas kolaborasi lintas sektor secara komparatif antara 

daerah dengan tingkat kematangan digital yang bervariasi. Selain itu, penting untuk mengkaji 

bagaimana keberlanjutan kolaborasi digital dapat dijaga dalam jangka panjang melalui desain 

kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipandang sebagai 

titik awal bagi agenda ilmiah yang lebih luas mengenai masa depan tata kelola kolaboratif di era 

digital pemerintahan daerah Indonesia. 
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